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Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah 

ABSTRAK:  UUD Negara Republik Indonesia 1945 memberi amanat untuk memajukan 

kebudayaan dan identitas daerah yang tumbuh dan berkembang di masyarakat 

sebagai upaya untuk memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia di tengah 

peradaban dunia. Arus globalisasi dapat menimbulkan pergeseran nilai dan karakter 

kebudayaan dan identitas daerah yang tumbuh dan berkembang di Kabupaten Kutai 

Kartanegara. Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban 

memajukan Kebudayaan dan Identitas Daerah untuk memperkokoh jatidiri bangsa dan 

menumbuhkan kebanggaan nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan 

bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk memajukan 

Kebudayaan dan Identitas Daerah sebagai bagian dari kebudayaan nasional dan 

jatidiri bangsa, maka diperlukan pengaturan tentang Kebudayaan dan Identitas 

Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemajuan Kebudayaan 

dan Identitas Daerah 

 Dasar Hukum: UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.27 Tahun 1959; UU 

No.23 Tahun 2014; UU No.5 Tahun 2017 

 Dalam peraturan diatur tentang Pemajuan Kebudayaan dan Identitas Daerah, 

termasuk mengatur juga tentang: Ketentuan Umum; Tugas dan Wewenang 

Pemerintah Daerah; Wujud Kebudayaan Daerah dan Identitas Daerah; Pemajuan 

Kebudayaan dan Identitas Daerah; Bina Budaya Nusantara; Data dan informasi; Peran 

Serta Masyarakat dan Dewan Kebudayaan; Penghargaan; Pembiayaan; Penyelesaian 

perselisihan; Ketentuan Penutup 

CATATAN:  Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2018. 

 Peraturan yang Akan Diatur: Pasal 10 ayat 94) bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai 

Pemajuan Kebudayaan Daerah diatur dalam Peraturan Bupati; Pasal 20 ayat (3) 

bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemakaian arsitektur tradisional dan ornamen 



khas Daerah pada bangunan publik yang telah berdiri dan yang akan dibangun di 

Desa, Kecamatan dan Kabupaten diatur dengan Peraturan Bupati; Pasal 31 bahwa 

Ketentuan mengenai penyediaan data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 30 ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati; Pasal 35 ayat (6) bahwa 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian penghargaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati. 

 23 hlm 

 


